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ABSTRAK

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGIRIMKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERISI  PEMERASAN
 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psp)

Teguh Wasito
(235114062)
						
Judul penelitian skripsi ini adalah Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengirimkan Informasi Elektronik Yang Berisi  Pemerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN PSP). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tidak pidana pemerasan melalui media elektronik, untuk mengetahui bentuk dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan sebagai tindak pidana, untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tidak pidana pemerasan melalui media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN PSP. Pengaturan hukum tidak pidana pemerasan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana, maka pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan, sehingga dijatuhi  pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Hasil penelitian yaitu penerapan hukum terhadap pelaku tidak pidana pemerasan melalui media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN PSP bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun saran yang diajukan adalah jenis pidana yang diancamkan dalam UU ITE adalah secara kumulatif (penjara dan denda), maka sesungguhnya pidana ini lebih tepat ditujukan kepada perseorangan, tidak mungkin badan hukum dijatuhi pidana penjara. Sekiranya badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan seyogianya juga ada jenis sanksi speksifik berupa tindakan antara lain pencabutan izin usaha, pemberian ganti kerigian dan sebagainya. Adanya sanksi tindakan tersebut seperti sanksi administratif namun sanksi tersebut tidak diintergrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana atau sistem pemidanaan dalam UU ITE.
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THE CRIMINAL ACT OF INTENTIONALLY SENDING ELECTRONIC
INFORMATION CONTAINING EXTORTION (ANALYSIS OF
PADANG SIDEMPUAN DISTRICT COURT DECISION
NUMBER 112/Pid.Sus/2023/PN Psp)
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ABSTRACT

The objective of this research was (o determine the legal provisions for the criminal
law of extortion through electronic media, to determine the form of electronic
documents that contain extortion as a criminal act, to determine the application of
the law (o perpetrators of the criminal law of extortion through electronic media in
the Padang Sidempuan District Court Decision Number 112/Pid.Sus/2023/PN PSP.
The legal provisions for the criminal offence of extortion through electronic media
are regulated in Article 45 Paragraph (4) Jo Article 27 Paragraph (4) of Law
Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning
Electronic Information and Transactions, namely without the right to distribute
and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic
documents that contain extortion and/or threats that contain threats of violence or
intimidation that are directed personally. Electronic documents that contain threats
as acriminal act, then the perpetrator who is proven legally and convincingly guilty
of committing a crime intentionally and without the right to transmit electronic
documents that contain extortion, so that he is sentenced to imprisonment for 3
(three) years and 6 (six) months. The results of the research, namely the application
of the law to perpetrators of extortion through electronic media in the Padang
Sidempuan District Court Decision Number 112/Pid.Sus/2023/PN PSP, stated that
the judge in deciding the case applied the provisions contained in Law Number 19
0f 2016 concerning Information and Electronic Transactions with the consideration
that the perpetrators of the crime of unauthorized transmission of electronic
documents have filfilled the elements of Article 45 Paragraph (4) Jo Article 27
Paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments o Law Number
11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The suggestion
submitted is that the type of criminal penalty threatened in the Electronic
Information and Transactions Law is cumulative (imprisonment and fines), so in
fact this penalty is more appropriately aimed at individuals, it is impossible for
legal entities 10 be sentenced to imprisonment. If legal entities can also be held
accountable, there should also be a specific type of sanction in the form of actions
including revocation of business licenses, compensation and so on. The existence

ctions for such actions such as administrative sanctions, but these sanctions
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